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PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah

Hukum adat adalah serangkaian hukum aturan yang mengikat pada
suatu masyarakat yang tidak tertulis yang bersumber dari kebiasaan, yang
tumbuh dan berkembang pada masyarakat tertentu kemudian di terima secara
turun-temurun. Sebagaimana pendapat Sockanto “Hukum adat adalah hukum
itu merupakan komples adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan atau di
kodifikasi dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum®*

Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar
1945 dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpeoman pada satu
sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya
hukum nasional, di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang sistem
Hukum dari kebiasaan, inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu
ketentuan yang disebuut hukum adat.

Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa,

merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan

dari abad ke abad, oleh karena itu maka setiap bangsa di dunia ini
memiliki standar kebiasaan sendiri-sendiriyang satu dan yang lain
tidak sama,karena ketidak samaan inilah kita dapat mengatakan bahwa

adat itu merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas
kepada bangsa yang bersangkutan”2

Dalam Negara Republik Indonesia ini, adat yang dimilik daerah-

daerah memiliki bermacam suku-suku bangsa yang berbeda-beda, meskipun

! Soekanto, Buku Ajar Hukum Adat, Cet. 1. Unimal Press. Lhoksoemawe, Hal. 3.
2Soerojo wignjodipoero,pengantar dan asas-asas hukum adat, cet 8 PT Gunung A gung,
Jakarta 1985., hal. 13.



dasar dan sifatnya adalah satu, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, adat
Indonesia itu dikatakan “Bhineka” (berbeda-beda di daerah suku-suku
bangsanya), “Tungalika” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat ke
Indonesiaanya), dan adat ini tidak mati, melainkan selalu berkembang,
senantiasa bergerak serta keharusan dalam keadaan evolusi mengikuti proses
perkembangan bangsa.

Peraturan-Peraturan dalam hukum adat terdapat dalam beberapa
sumber di dalam masyarakat, seperti :

a. Kebiasaan masyarakat setempat;

b. Kebudayaan tradisional masyarakat;

c. Pepatah adat;
d. Dokumen atau naskah pada masa itu®.

Negara Indonesia terhadap pengakuan Masyarakat Hukum Adat atau
disebut dengan (MHA) sudah cukup baik, setidaknya sudah di muat dalam
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melalui ketetapan MPR, dan berbagai
Peraturan Perundang-undangan .

Perkembangan yang terjadi pada Tahun 1999, mempunyai dampak
yang signifikan di masyarakat adat maupun di dalam hak tradisionalnya.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM ( Hak Asasi Manusia)
dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang mana
yang di maksud dalam Undang-Undang ini adalah, bahwa yang di maksut
dengan kehutanan adalah sistem pengurusan yang berkaitan dengan hutan dan
hasil hutan yang dimanfaatkan secara tepadu dimana hutan tersebut tidak di

bebani hak atas tanah.

3Ibid.,hal. 25.



Perkembangan berikutnya cukup signifikan yang terjadi pada Tahun
2000 ketika MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) melakukan amandemen
terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berhasil memasukan
Naskah Hukum adat ke dalam kontitusi Pasal 18B ayat (2) sebagai Pasal baru
dalam konstitusi yang menyebutkan bahwa, Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan berserta hak-
hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur
dalam Undang-Undang.

Selanjutnya di dalam Pasal 28 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa
Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman peradaban.

Desa Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci merupakan
bagian wilayah dari Provinsi Jambi, yang mana mayoritas masyarakat di Desa
Penawar merupakan sebagian besar berasal Suku Kerinci. Masyarakat Desa
Penawar sangat mudah berbaur dengan Hukum adat serta dalam kebiasaan
interaksi mereka sehari-hari, kehidupan Masyarakat Desa Penawar dari segi
sosial budaya berpedoman kepada Adat Bersendi syarak’ syarak bersendikan
kitabullah, yang mencerminkan keyakinan yang terdapat pada hukum adat
yang berdasarkan pada hukum agama yang bersumber pada kitabullah

(Alquran).



Dalam hal ini nilai-nilai religus antara atau keterkaitan hubungan
manusia dengan tuhan. Adapun Ruang Lingkup adat dapat di uraikan sebagai
berikut :

1. Yang menyangkut hukum-hukum adat
Dasar-dasar hukum adat;

Undang dan teliti;

Undang-undang;

Melangar dalam adat;

Sidang dan hukuman adat;

Hukum acara adat dalam hukuman adat.
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2. Yang menyangkut adat istiadat
a. Hukum waris;
b. Hukum tanah;
c. Hukum hutang piutang;
d. Pembagian harta dalam perceraian hidup dan perceraian mati.*

Sebagian penduduk Desa Penawar Kecamatan Sitinjau Laut bermata
pencarian sebagai Petani, namun juga banyak diatara mereka memelihara
hewan ternak sapi yang mana hampir di setiap rumah mayoritas memelihara
ternak sapi sebagai mata pencarian utama.

Di Desa Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci sebagai
mana diketahui terdapat satu Perjanjiaan pembagian hasil hewan ternak dalam
hal ini Sapi dengan sistem Paduo yang mana dilaksanakan antara dua orang,
dimana antara mereka yang melakukan perjanjian ini sesuai dengan kebiasaan
yang berlaku secara turun-temurun, yang dilakukan antar pemilik dan
pemelihara. Adapun sistem paduo adalah sistem yang digunakan masyarakat
setempat dalam untuk pembagian hasil ternak dalam hal ini ternak sapi.
Perjanjian ini adalah perjajian yang dilakukan secara lisan yang mana isi dari

perjanjian itu pemilik meminta untuk merawat sapi dan di sangupi oleh orang

*1bid, hal 27



yang akan memelihara atau peternak yang pelaksananya dilakukan menurut
kebiasaan masyarakat setempat kemudian, sistem ini  dibagi menjadi dua
cara yaitu, pembagian gaduhan dan pengemukan.

Adapun untuk sapi yang Dipaduokan dengan sistemgaduhan, berlaku
hanya untuk sapi betina saja, dan akan berlaku apabila setelah sapi itu
Berkembang biak dan memiliki anak satu sampai dengan seterusnya maka

perjanjiannya dapat berlangsung.

Selanjutnya untuk gaduhan biasanya dalam hal ini yang menjadi
objeknya adalah sapi jantan yang menjadi Paduo akan tetapi dapat juga
berlaku dengan sapi betina, yang menjadi tujuan dalam hal ini adalah bobot
dari sapi tersebut, Jika sapi yang dipelihara Suatu Waktu akan di jual maka
yang menjadi pembagian hasil adalah keuntungan yang diperoleh, jika bobot
sapi yang dipaduo tetap pada saat awal atau harga jual nya tidak naik dari
pada haga beli sapi diawal maka peternak tidak memilii hak atas sapi tersebut
karena yang menjadi pembagian nya adalah hasil keuntungan dari sapi yang

dijual tersebut, dan Perjanjian ini tidak memiliki jangka waktu.

Selanjutnya yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam
perjanjian ini adalah, untuk pemilik sapi. Disini pemilik hanya memiliki hak
untuk mengetahui sapi yang di pelihara itu dirawat sesara baik dan memiliki
kewajiban untuk membrikan obat apabila sapi tersebut sakit atau luka, sedang
kan hak dan kewajiaban pemelihara adalah memiliki kandang dan merawat
sapi tersebut dengan baik dan hak nya mendapat kan keuntungan dari sapi

yang dipaduo tersebut.



Kemudian apabila sapi yang dipaduo itu mati di dalam kandang baik itu
untuk pembagian anakan atau pertambahan nilai maka kebiasaan menurut
kebiasaan masyarakat setempat adalah sapi yang mati di dalam kandang maka
pemilik ternak lah yang menanggung semua kerugian nya, tapi apabila sapi
yang dipaduo itu mati di luar kandang maka orang yang meliharalah yang

bertangung jawab atas sapi yang hilang atau mati tersebut.

Akan tetapi dalam praktek nya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa
yang seharus nya terjadi, minsalnya kelaian dalam memelihara di mana sapi
yang di inang, masuk kesawah dan kebun warga sehinga merusah padi dan
tanaman yang ada di kebun tersebut, dan tidak jaran terjadisapi tersebut di
luakai oleh pemilik sawah atau kebun, dalam hal ini yang bertangung jawab
atas masuk nya sapi adalah peternak tetapi dalam praktek nya pemilik lah

yang mengeluarkan ganti rugi.

Selanjutnya pemilik sapi bisa saja mengambil sapi tersebut secara
sepihak seperti yang terjadi pada tahun 2016 dan 2018 di mana pada tahun
2016 istri pemilik dan mertua peternak pertengkaran, maka atas dasar itu
pemilik mengambil hewan yang dipaduo tersebut secara sepihak tanpa
memberi hak peternak atas sapi tersebut, dan pada tahun 2018 kejadian nya

hampir sama.

Selanjut nya dalam proses penyelesaian sengkeat Paduo dapat
diselesaikan dalam tiga tahapan yaitu emas sebusur perkara yang di

selesaikan antara teganai jika tidak dapat diselesaikan oleh tengani dari salah



satu pihak saja maka sengketa dapat diselesaikan dengan emas sekundi
dimana dalam hal ini ke dua belah tenganai akan mencari jalantengah
untukmenyelesaikanperkaratersebut, dan apabila tidak menemukan jalan
keluar maka perkara tersebut akan diselesaikan dengan emas sepeti dan akan
deselesaikan oleh ninik mamak, apabila proses telah mencapai tahapini
keduabelah pihak harus menerima keputusan akhir, namu dalam prakteknya
sengketa yang telah mencapai emas sepeti, tidak sepenuhnya terlaksana

denganbaik,

Dalam praktek paduodata yang di dapatkan dari tahun 2015-2019
terjadi beberapa kasus dalam hal ini di jelaskan di dalam tabel berikut
Tabel |

Kasus-kasus Sengketa Paduo Tahun 2015-2019

No Tahun Sistem perjanjian Kasus
1 2015 Gaduhan 1
2 2016 Gaduhan 1
3 2017 Pengemukan 2
4 2018 Pengemukan 2
5 2019 Pengemukan 1

Wawan cara lembaga adat desa penawar

Permasalahan dalam perjajian bagi hasil ini tidak selalu diselesaikan,

oleh pihak Adat karena antara pemilik dan pemelihara dapat menyelesaikan



secara kekeluargaan, yang di jelaskan oleh tabel diatas adalah kasus yang

diselesaikan oleh pihak Adat.

Melihat dari jumlah kasus sejak 2015-2019. Ada beberapa sengketa
yang terjadi pada proses paduo yang mana sengketa tersabut di selesaikan
melalui lembaga adat Desa Penawar dan yang menjadi pedoman dalam
penyelesaian salah ada matuh utang ada pasal (cukup fakta dan bukti)
namun tidak semua sengketa paduo berjalan Sebagai mana yang telah di
tetapkan karena para pihak tidak menjalankan ketetapan yang telah di
putuskan oleh lembaga adat, karena tidak ada pengawasan langsung dari
pihak lembaga adat untuk mengawasi apakah telah terlaksana dari ketentuan
yang telah ditetapkan seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang skripsi
ini maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan
menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : Penyelesaian
SengketaPaduo (BagiHasilTernakSapi) Di Desa Penawar Kecamatan

Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada wuraian diata maka peneliti merumuskan
permasalahan dalam penelitian ini, Sistem Pembagian Hasil Ternak Sapi di
Desa penawar :
1. bagaimana pertanggung jawaban pemilik dan pemelihara dalam sengketa T
Paduo (Perjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi) Desa Penawar Kecamatan Sitinjau

Laut kabupaten Kerinci ?



2. apakan kendala-kendala yang dihadapi untuk mendapatkan gantirugi dalam
sengketa paduo serta upaya penyelesaiannya di Desa penawar Kecamatan

Sitinjau Laut kabupaten Kerinci ?

C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui bentuk dan sistem perjanjian paduo sapi menurut
Kebiasaan masyarakat Desa Penawar Kecamatan Sitinjau Laut
Kabupaten Kerinci, sehinga dapat mengetahuifaktor penyebab tidak
terlaksananya hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan sengketa
b. Untuk mengetahui proses penyelesaiansengketadalam perjanjian paduo
sapi di Desa Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.
2. Manfaat Penelitian
a. Secara teoritis
Untuk memenuhi syarat akademis yang dibeban kan kepada penulis
untuk menyelesaikan studi dan mengaplikasikan ilmu yang telah di
peroleh,khususnya Hukum Adat.
b. Secara praktis
Manfaat Praktis di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan
masukan kepada pihak terkait dalam menetapkan perjanjian paduo
menurut kebiasaan masyarakat Desa Penawar Kecamatan Sitinjau Laut

Kabupaten Kerinci.
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D. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat berasal dari bahasa Arab yaitu Hadaztyang artinya sesuatu
yang di ulang-ulang kembali dan akhirnya menjadi menjadi kebiasan yang
mana kebenaran nya di yakini oleh masyarakat, Hukum adat juga
merupakan pencerminan dari kepribadian suatu masyarakat/bangsa.’
Sebagai mana menurut Soepomo dalam buku meryy yono bahwa hukum

adat ialah :

Hukum yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan legislatif(non
statury); huku yang hidupsebagai konvensi di badan-badan negara
hukum yang timbul karna putusan hakim (jumade law); hukum yang
hidup sebagai peraturan kebiasaan yang di pertahan kan di dalam
pergaulan hidup (customary law) semua ini merupakan hukum adat.®

Menurut Bushar Muhammad bahwa hukum adat itu adalah:

Terutama hukum yang mengatur ingkah laku manusia Indonesia
dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan
kelaziman dan kebiasaan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar
hidup di masyarakat adat karena dianut dan di pertahan kan oleh
angota-angota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan
yang merupakan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas
pelangaran adat dan di tetapkan dalam keputusa-keputusa para
penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kebibawaan dan
berkuasa memberi keputusa dalam masyarakat adat itu, iyalah yang
terdiri dari, lurah, penghulu, pembantu lurah,wali tahan,kepala adat.”

*Heru kuswanto modul hukum adat .http:/herukuswanto.dosen.narutama.ac.id/pengertian
hukum-adat
21,45 wib tanggal 14 maret 2019

*Mrry Yono, Ikhtisar hukum adat,Fakultas hukum UNIB,2006, Hal 10.

"Busar muhammad, Asas-asas hukum adat, pt Pradyana Paramita,1994 Hal.19
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Serta menurut Soerjono Soekanto yang disebut dengan hukum adat
adalah kompleks, tidak di kodi fikasikan dan bersifat paksaan mempunyai
sanksi (derita hukum), jadi mempunyai akibat hukum komplesk ini.?

2. Unsur-unsur Hukum Adat
Menurut Soerojo Wignjodipoerro bahwa hukum adat memiliki dua
unsur mutlak yaitu :
a. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama
selalu di indah kan oleh rakyat.
b. Unsur Psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada
rakyat, bahwa adat di maksud mempunyai ke kuatan hukum.
3. Pengertian perjanjian

Perjanjian adalah suatu preristiawa dimana seorang berjanji kepada
orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang
tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu
perikatan antara dua orang yang membuat nya.®

Menurut Abdul Kadir Muhammad dalam buku Djumadi menyatakan
suatu perjanjian akan lebih luas suatu persetujuan dimana dua orang pihak
atau lebih mengikat kan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan
harta kekayaan.™

4. Pengertian bagi hasil

Menurut Hilman Hadiusuma, bentuk perjanjian bagi hasil dapat

dikatakan berlaku di seluruh Indonesia dengan berbagai istilah adat

¥Seojono Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, CV . Rajawali, 1981, Hal.2

°Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, Hal, 1
'°Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, Hal. 10
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setempat yaitu disebut : “maro” (jawa) “nengah” (priangan) ‘“tesang”
(Sulawesi Selatan), “toyo” (Minahasa), “Perdua” (Sumatera).ll
Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksut bagi hasil yaitu :
“Persetujuan yang diadakan antara pihak pemilik ternak atau pemilik
usaha dengan pemelihara dengan sistem bagi hasil.”*?
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-
ketentuan pokok perternakan dan kesehatan hewan pasal 17 ayat (1)
bahwa :
“perternakan atas dasar bagi hasil ialah ialah penyerahan
ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak
kepada orang lain, untuk di pelihara baik-baik, di ternakan,
dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut
dibayar kembali berupa ternak keturunan nya atau dalam
bentuk lain yang di setujui oleh kedua pihak”
E. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian

empiris yaitu penelitian dengan cara-cara yang dilakukan oleh indera

manusia, sehinga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara

yang digunakan, penelitian empiris dalam penelitian yang bertujuan untuk

mengetahui bagai mana proses, bentuk serta sistem perjanjian paduo sapi

yang terdapat di Desa Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten

Kerinci.®

Hilman Hadikusuma, Hukum Perekonomian Adat Indonesia, PT. Citra Aditia Bkti,
Bandung, 1990, Hal, 155

Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian adat Indonesia, PT. Citra Aditya Bandung
1979, Hal. 53

3Sugiyono, Metode Penelitian, Jakarta, CV Alfabeta, 2012, Hal.02
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2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini  mengunakan pendekatan penelitian deskriptif,
kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan merupakan
penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai status satu gejala
yang adlasi, yaitu keadaan, yaitu keadaan gejala menurut apa ada nya
pada saat penelitian di lakukan.** Yang dimaksut dengan pendekatan
penelitian deskriptif adalah apa yang dialami dan di dapatkan oleh
peneliti di lapangan. Selain data primer yang di kumpulkan melalu
metode wawancara mendalam, di lakukan pula pengumpulan data yan
telah ada dalm masyarakat dan lembaga tertentu. Minsalnya menelaan
buku-buku teori hukum, media masa dan peraturan-peraturan.
3. Populasi dan sampel
a. Populasi
Populasi adalah objek/subjek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertententu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di

pelajari dan di kemudian hari ditarik kesimpulan nya."

14Suharsimi, Arikunto, Menejemen Penelitian, Jakarta, Rineka Cipta, 2010,Hal 234
15
Ibid. Hal 119
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"TABEL 11
Jumlah masyarakat Desa Penawar Yang Melakukan Perjanjian Paduo

Gaduhan tahun 2015-2019

Tahun Jumlah Penduduk Bentuk Perjanjian
No Yang Melakukan Jumlah Sapi
Paduo

1 2015 8 6 Gaduhan
2 2016 8 6 Gaduhan
3 2017 12 10 Gaduhan
4 2018 10 9 Gaduhan
5 2019 14 12 Gaduhan

Sumber Data di yang melakukan paduo peroleh dari hasil wawancara Kepala
Desa, Ketua Adat

TABEL 111
Jumlah masyarakat Desa penawar Yang Melakukan Perjanjian Paduo

Pengemukan tahun 2015-2019

No | TAHUN Jumlah Penduduk Yang Jumlah Sapi Bentuk perjanjian
Melakukan Paduo

1 2015 10 12 Pengemukan

2 2016 14 16 Pengemukan

3 2017 14 10 Pengemukan

4 2018 12 14 Pengemukan

5 2019 16 20 Pengemukan

Data di yang melakukan paduo peroleh dari hasil wawancara Kepala Desa, Ketua
Adat
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b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang miliki
oleh populasi. Teknil pengambilan sampel atau teknik sampling
adalah suatu adalah suatu teknik atau cara mengambil sampel yang
representatif dari populasi, purposive sampling adalah teknik
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu orang yang
lebih mengetahui tentang perjanjian paduo sapi.

Sampel wilayah dalam peneliatian ini adalah Desa Penawar,
Kecamatan Sitinjau Laut,Kabupaten Kerinci, yang menjadi fokus
utama dalam pengambilah sampel karena mayoritas masyarakat nya
melakukan paduo sapi,informan penelitian adalah Kepala Desa,
Pemuka Agama, Cendilkiawan, dan Pemuka adat dari Desa Penawar.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang di maksut dalam penelitian adalah subjek dari
mana di peroleh. Apabila peneliiti menggunakan wawancara dalam
pengumpulan datanya, maka sumber data di sebut informan yaitu orang
yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan
tertulis maupun lisan. Ada dua sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder'®

a. Data primer

Sumber data primer adalah objek di observasi langsung di

lapangan dan para informan yang di wawancarai. Dengan Kkata lain,

'°Suharsimi, Arikunto. Prosedur Penelitian, Jakarta Rineka cipta, 2010, Hal 172
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data primer adalah data yang di peroleh langsung dari informan

yang di wawancarai secara tertruktur, yaitu Kepala Desa, Warga

yang melakuakn paduo sapi, dan pemuka Adat, data primer ini

dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat

menjawab permasalahan yang ada.

b. Data sekunder
Sumber data sekunder berupa buku-buku, teori-teori

hukum, media massa dan peraturan-peraturan yang berhubungan

dengan objek penelitian ini sesuai dengan judul skripsi. Data

sekunder di peroleh dari sejumlah tempat, kantor, dan lembaga.

Data ini digunakan untuk mendukung data primer.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam engumpulan data pada penelitian ini
adalah wawancara, wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan
antara dua orang dengan berhadapan langsung secara fisik.'’Teknik
wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan
jalan komuniasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul
data (pewawancara) dengan sumber data ( informan).

pengumpulan data melalui wawancara bertujuan memperoleh
informasi yang sebanyak-banyaknya dari responden. Informasi atau data
yang di peroleh dari informan yang di posisikan sebagai data kunci, akan

sangat menentuka siapa yang layak menjadi informan berikutnya untuk

"Merry Yono, Bahan Ajar Metodelogi Penelitian Hukum, 2002, Hal, 36
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mendapat kan jawaban sehinga dapat membantu dalam penelitian. Untuk
memperoleh data yang memiliki nilai Validitas dan Reabilita, dalam
penelitian ini peneliti mengunakan pedoman wawancara.

Dalam penelitian penelitian ini jenis wawancara yang di lakukan
adalah wawancara yang terstruktur, berdasarkan pedoman wawancara
yang disusun secara terperinci untuk mendapat kan data dari informan.

. Pengolahan data

Dari keseluruhan data yang terkumpul di seleksi atas dasar
reabilitas (kejujuran) maupun Validitas (keabsahan). Data yang kurang
kurang lengkap tidak dapat di pertanggung jawabkan di gunakan dan yang
dapat di lengkapi akan di ulangi penelitian pada informan. Data yang di
peroleh baik data primer maupun data sekunder di kelompokan dan di
Klasifikasikan menurut pokok bahasa, kemudian di teliti dan di periksa
kembali apakan semua pertanyaan telah terjawab atau apakah ada
relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Menurut rony dalam Merry
Yono (2002) bahwa data yang telah di olah dengan tahapan-tahapan
sebagai berikut :

a. Editing data
Yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah di peroleh
untuk menjamin apakah sudah dapat di pertanggung jawabkan
sesuai dengan kenyataan.

b. Coding
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yaitu mengkategotikan data dengan cara memberikan kode-
kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang di perlukan pada
daftar pertanyaan dan pada pertanyaan-pertanyaan sendiri kedalam
kelompok-kelompok atau klasifikasi tertentu dengan maksut untuk

dapat di kalkulasikan.

F. sistemmatika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini ditulis dengan sistemmatis bab demi bab

guna mengetahui isi dari penulisan skripsi, bagian dari setiap bab mempunyai

sub-sub yang saling berkaitan yang erat antara setiap bab nya. Adapun

sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab |

Bab Il

Bab I11

Pendahuluan, merupakan bab yang merupakan paparan tentang
segala hal yang di uraikan dalam penulisan yang berisikan latar
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan mafaat
penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika
penulisan. Dalam bab ini berguna untuk memberikan gambran
umum serta berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas
pada bab selanjut nya.

Tinjauan tentang hukum adat merupakan bab yang menguraikan
pengertian perbuatan dalam hukum adat karena ada sebagai
pengendali sosial.

Dalam hal ini akan menguraikan pembahasan bagai mana sistem
pembagian hasil ternak sapi dan mengetahui bagaimana proses

pembagian hasil ternak sapi serta mengkaji keadaan yang tidak



Bab VI
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menguntungkan, satu pihak saja dalam sistem pembagian hasil
ternak sapi berdasarkan kebiasaan dan hukum adat Penawar.

Penutup, merupakan bab yang memuat kesimpulan dari uraian
yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-

saran atas permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.



